HASIL PERCERMATAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
DAERAH PROVINSI JAMBI

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi disusun untuk menindak lanjuti peraturan yang
lebih tinggi yaitu UUD No. 23 tahun 2014 Lampiran k tentang Pembentukan Masyarakat
Hukum Adat dan tidak berlakunya permendagri No. 42 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat dikarenakan adanya perubahan UU No. 32 tahun 2004
yang menjadi dasar penyusunan Permendagri telah diubah menjadi UU No. 23 tahun 2014, serta Peraturan
Manteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial dan belum adanya
peraturan yang lebih tinggi tentang tata cara pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat.
Rancangan Peraturan daerah Provinsi Jambi terdiri dari

1. BABI KETENTUAN UMUM, Pasal 1

2. BABII ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, Pasal 2 s/d Pasal 4

3. BABII PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, Pasal 5 s/d Pasal 12

4. BABIV PERLINDUNGAN HAK HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT, Pasal 13

5. BABV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, Pasal 14 s/d Pasal 22
6. BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, Pasal 23

7. BABVII TUGAS DAN KEWENANGAN, Pasal 24 s/d Pasal 25

8. BABVIIl  SISTIM INFORMASI, Pasal 26

9. BABIX PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 27

. BABX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 28

. BABXI PENDANAAN, Pasal 29

. BAB XIl PENYELESAIAN SENGKETA, Pasal 30 s/d Pasal 31
13. BAB XIlIl KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 32

14. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP, Pasal 33
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Demikianlah hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Jambi, November 2023

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI JAMBI

ALI ZAINI, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730729 200012 1 001
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